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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan fakta-fakta serta analisis pada bab-bab yang sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: 

1.  Pengaturan penjualan obat keras secara online oleh apotek online diatur 

dalam Pasal 25 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 

51 ayat (1) PP nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,  dan 

Pasal 10 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan 

Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Pengaturan penjualan obat 

keras melalui marketplace diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan BPOM 

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang 

Diedarkan Secara Daring. Pelaku usaha apotek online wajib 

bertanggungjawab kepada konsumen jika konsumen dapat membeli obat 

keras namun tidak ada apoteker dalam apotek online tersebut. Selain itu 

apotek online juga bisa dimintakan pertanggungjawaban jika konsumen dapat 

membeli obat keras tanpa menyertakan resep dokter walaupun terdapat 

apoteker. Pelaku usaha marketplace dapat dimintakan pertanggungjawaban 

jika terjadi kerugian terhadap konsumen dikarenakan membeli obat keras di 

apotek online yang tidak terdapat apoteker karena seperti memberi izin 

kepada pelapak untuk menjual obat keras secara bebas. Tanggung jawab 

pelaku usaha apotek online dan marketplace diatur dalam Pasal 19 UUPK. 

2. Konsumen dapat melakukan upaya hukum kepada apotek online dan 

marketplace. Upaya hukum dapat dilakukan terhadap apotek online jika 

ternyata apotek online tersebut tidak memiliki apoteker dan juga memberikan 

obat keras kepada konsumen secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. 

Selain upaya hukum terhadap apotek online, konsumen juga dapat 

mengajukan upaya hukum terhadap marketplace jika ada apotek online yang 

memberikan obat keras kepada konsumen, namun tidak ada apoteker di 

dalamnya dikarenakan marketplace seolah-olah memberikan izin kepada 
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apotek online sebagai pelapak untuk menjual obat keras secara bebas. 

Konsumen dapat melakukan upaya hukum yaitu melalui pengadilan 

berdasarkan Pasal 45 UUPK dan di luar pengadilan berdasarkan Pasal 47 

UUPK. Terdapat tiga cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui 

BPSK yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. 

2. Saran 

1.  Dalam kasus ini, penulis memberikan saran kepada pelaku usaha apotek 

online dan marketplace agar lebih ketat lagi menerapkan standar pelayanan 

kefarmasian terutama untuk kegiatan jual dan/beli obat keras secara online 

melalui marketplace. Apotek online wajib memiliki apoteker yang bertugas 

mengawasi dan melayani dan hanya melayani pembelian obat keras jika ada 

resep dari dokter. Marketplace wajib memastikan bahwa apotek online yang 

menjadi pelapak memiliki apoteker yang bertugas, karena jika tidak 

marketplace dapat dianggap memberi kebebasan kepada pelapak dalam hal 

ini apotek online untuk menjual obat keras kepada konsumen tanpa adanya 

resep dokter karena obat adalah salah satu kebutuhan yang esensial, terlebih 

dalam pembelian obat keras wajib memerlukan resep dokter karena 

memerlukan pengawasan dari dokter dan dalam pemakaiannya tidak bisa 

secara sembarangan. 

2.  Sebagai konsumen, sebaiknya konsumen selalu berhati-hati dalam 

menggunakan obat keras karena kandungan obat keras berbeda dari obat 

bebas. Obat bebas bisa dibeli secara bebas sementara obat keras memerlukan 

pengawasan dari dokter karena jika digunakan secara sembarangan bisa 

berakibat fatal. Berdasarkan hal tersebut, dalam setiap pembelian obat keras 

melalui apotek online yang terdaftar di marketplace, konsumen harus 

menyertakan resep dokter. Dalam hal ini, penulis memberikan saran kepada 

konsumen agar tidak membeli obat keras baik secara offline maupun secara 

online melalui apotek online yang berada di marketplace secara sembarangan 

walaupun pembelian obat keras tanpa resep tersebut diperbolehkan oleh 

apotek online dan marketplace. Sebagai konsumen, lebih baik untuk 

berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu tentang penyakit yang sedang 
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dideritanya, kemudian setelah berkonsultasi, dokter akan menuliskan resep 

yang sesuai dengan kondisi konsumen. Resep dokter tersebut berisi mengenai 

obat-obatan apa yang harus dibeli di apotek.  
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